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Abstract. The quality of democratic institutions is believed to play an important role in
promoting regional economic growth through increased transparency, accountability,
and public participation. Although democracy has been widely implemented in Indonesia
since the reform era, the real influence of democratic institutions on local economic
development still needs to be analyzed systematically. This study aims to evaluate how
the quality of democratic institutions contributes to economic growth in various provinces
in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative, with a case study
approach to several provinces that show variations in the quality of governance and
economic growth. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the
Indonesian Democracy Index (IDI), and local government annual reports for the 2020—
2024 period, supported by the latest academic literature. The results show that provinces
with high-quality democratic institutions, characterized by budget transparency, public
official accountability, and active community participation, experience more stable and
inclusive economic growth compared to provinces with low-quality institutions. This
study confirms that strengthening democratic institutions is not only relevant in a political

context but also a strategic factor in promoting local economic welfare.
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Abstrak. Kualitas institusi demokratis diyakini memiliki peran penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik. Meskipun demokrasi telah diterapkan secara luas di
Indonesia sejak era reformasi, pengaruh nyata institusi demokratis terhadap
perkembangan ekonomi lokal masih perlu dianalisis secara sistematis. Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kualitas institusi demokratis berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia. Metode penelitian
yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus terhadap
beberapa provinsi yang menunjukkan variasi dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan
pertumbuhan ekonomi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI), dan laporan tahunan pemerintah daerah periode 2020-2024,
serta didukung oleh literatur akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
provinsi dengan kualitas institusi demokratis yang tinggi, ditandai oleh transparansi
anggaran, akuntabilitas pejabat publik, dan partisipasi masyarakat yang aktif, mengalami
pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif dibandingkan provinsi dengan
kualitas institusi rendah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan institusi demokratis
tidak hanya relevan dalam konteks politik, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam
mendorong kesejahteraan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Institusi Demokratis, Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintahan Daerah,

Transparansi, Partisipasi Publik.

LATAR BELAKANG

Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua pilar penting dalam
pembangunan suatu negara modern. Secara teoritis, demokrasi diyakini mampu
menciptakan stabilitas politik, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat yang
lebih tinggi, sehingga menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
(Utomo, 2021) Di Indonesia, praktik demokrasi telah mengalami perubahan signifikan
sejak era reformasi 1998. Reformasi membawa perubahan besar dalam struktur politik

dan pemerintahan, termasuk penguatan hak-hak politik, kebebasan partisipasi publik, dan
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otonomi daerah melalui desentralisasi pemerintahan (Aspinall, 2020; Fitrani et al., 2005).
Dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, diharapkan
setiap daerah dapat mengelola sumber daya lokal secara lebih efektif dan merumuskan
kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
publik. Hal ini sejalan dengan konsep good governance, yang menekankan pentingnya
pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan bertanggung jawab (OECD, 2020).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas institusi demokratis di tingkat lokal
memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya, daerah
dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel cenderung mampu
menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pembangunan
infrastruktur lokal yang berkelanjutan (Rodrik, 2020; Siregar, 2022). Sebaliknya, daerah
dengan institusi yang lemah sering menghadapi birokrasi yang tidak efisien, rendahnya
partisipasi masyarakat, serta ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, yang pada
akhirnya menurunkan efektivitas pembangunan ekonomi (World Bank, 2023).

Walaupun keterkaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak
dikaji, arus utama penelitian masih terpusat pada analisis makro tingkat nasional atau
perbandingan lintas negara (Rodrik, 2020). Penelitian empiris yang menelaah mekanisme
spesifik di tingkat daerah Indonesia terutama pasca-otonomi daerah masih terbatas.
Kesenjangan ini tampak dari sedikitnya studi yang menguji secara langsung bagaimana
kualitas institusi demokratis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
transparansi pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas pejabat publik mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi lokal (BPS, 2024; Siregar, 2022). Mengingat setiap daerah
memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, pengaruh demokrasi
terhadap kinerja ekonomi lokal sangat mungkin bersifat heterogen dan kontekstual.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah
menjadi tantangan penting dalam konteks pembangunan nasional. Beberapa provinsi
berkembang pesat dengan kualitas institusi yang baik, sedangkan daerah lain masih
tertinggal karena kelemahan tata kelola dan rendahnya partisipasi publik. Hal ini

menunjukkan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal bukan sekadar isu politik,
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tetapi juga strategi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan
inklusif (Purba & Hariyadi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi
peran kualitas institusi demokratis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan penting terkait efektivitas
demokrasi lokal dalam mendukung pembangunan ekonomi, serta memberikan panduan
bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kualitas institusi demi pertumbuhan yang

berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS
Teori Demokrasi dan Institusi

Demokrasi merupakan sistem politik yang menekankan partisipasi rakyat, hak-
hak sipil, dan akuntabilitas pemerintah (Dahl, 1989). Dalam konteks pembangunan
ekonomi, kualitas institusi demokratis berperan sebagai kerangka yang memengaruhi
efisiensi pengambilan keputusan, transparansi pengelolaan sumber daya, dan distribusi
hasil pembangunan. Teori institusionalisme menekankan bahwa institusi baik formal
maupun informal menentukan perilaku aktor ekonomi dan politik, sehingga institusi yang
kuat dapat menciptakan stabilitas dan kepastian hukum yang mendorong pertumbuhan
ekonomi (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012).

Selain itu, demokrasi partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan publik. Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan
daerah diyakini meningkatkan kualitas kebijakan karena keputusan lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat (Fung & Wright, 2003; Siregar, 2022). Di Indonesia,
desentralisasi pasca reformasi memberikan ruang bagi partisipasi ini, melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik
lainnya (Aspinall, 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa partisipasi publik yang aktif
berkontribusi pada peningkatan transparansi, mengurangi praktik korupsi, dan
meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah (OECD, 2020; BPS, 2024).

Good governance menjadi landasan penting dalam menilai kualitas institusi
demokratis. Prinsip-prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, rule of

law, responsivitas, dan partisipasi masyarakat (UNDP, 2021). Penelitian empiris terbaru
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menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan penerapan good governance yang kuat
cenderung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan
berkelanjutan (Rodrik, 2020; Siregar, 2022). Dengan demikian, kualitas institusi
demokratis tidak hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga menjadi faktor

strategis dalam pembangunan ekonomi lokal.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dianalisis melalui berbagai teori. Model
Solow menekankan peran akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam
pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Solow, 1956). Dalam konteks daerah,
ketersediaan modal manusia dan infrastruktur yang memadai sangat bergantung pada
kualitas pengelolaan pemerintah lokal, yang erat kaitannya dengan kualitas institusi
demokratis. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi
tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh investasi dalam modal
manusia, inovasi, dan kemampuan institusi untuk mendorong produktivitas (Romer,
1994; Barro & Sala-i-Martin, 2004). Dengan demikian, kualitas institusi demokratis yang
baik dapat meningkatkan kapasitas inovasi, efisiensi birokrasi, dan alokasi sumber daya,
yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Teori Rostow mengenai
tahap-tahap pembangunan ekonomi (Rostow, 1960) menekankan pentingnya kesiapan
sosial dan kelembagaan sebelum suatu daerah dapat memasuki fase pertumbuhan tinggi.
Dalam konteks Indonesia, daerah dengan institusi demokratis yang kuat cenderung lebih
siap untuk melewati tahap-tahap pembangunan, karena pengambilan keputusan lebih
partisipatif dan kebijakan ekonomi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Fitrani et
al., 2005).

Literatur Empiris Terkini

Beberapa penelitian terbaru menguatkan hubungan antara kualitas institusi
demokratis dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Misalnya, Siregar (2022)
menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat di tingkat provinsi
memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi lokal. World Bank (2023)
melaporkan bahwa daerah dengan indeks demokrasi yang lebih tinggi memiliki
pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan investasi publik yang lebih efisien. Penelitian

internasional juga mendukung temuan ini; Rodrik (2020) menemukan bahwa demokrasi
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yang kuat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan ekonomi, mengurangi
ketimpangan, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Studi lain di Indonesia menekankan peran otonomi daerah dalam memperkuat
kualitas institusi. Aspinall (2020) menyoroti bagaimana forum konsultasi publik dan
mekanisme partisipatif pasca reformasi meningkatkan akuntabilitas pejabat daerah. Hasil
penelitian ini konsisten dengan laporan OECD (2020) yang menunjukkan bahwa good
governance di tingkat lokal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meskipun terdapat literatur yang
banyak membahas demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, masih terdapat kesenjangan
penelitian terkait analisis mekanisme spesifik di tingkat daerah Indonesia pasca 2020.
Penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat makro atau lintas negara, sehingga belum
cukup menggali bagaimana kualitas institusi demokratis memengaruhi aspek-aspek

pembangunan ekonomi lokal secara rinci.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun di atas fondasi Teori Institusional Baru
(New Institutional Economics) dan Teori Pertumbuhan Endogen, yang mempostulasikan
bahwa kualitas institusi demokratis—dimanifestasikan melalui transparansi anggaran,
akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat—berperan sebagai determinan krusial
dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Institusi demokratis yang kuat
akan mereduksi ketidakpastian pasar, meminimalisir biaya transaksi dan praktik rent-
seeking (korupsi), serta memastikan alokasi belanja daerah yang responsif terhadap
kebutuhan riil masyarakat, sehingga secara simultan mendorong efisiensi birokrasi dan
iklim investasi yang sehat yang bermuara pada akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah

yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
memahami secara mendalam bagaimana kualitas institusi demokratis berperan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih

karena penelitian ini menekankan analisis proses, mekanisme, dan konteks sosial-politik
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di tingkat lokal, bukan sekadar hubungan kuantitatif antarvariabel (Creswell, 2014; Yin,
2018). Melalui pendekatan deskriptif, penelitian dapat menggambarkan kondisi aktual
kualitas institusi demokratis, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas

pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Sumber Data
Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder:
1. Data Primer:

1) Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, serta tokoh
masyarakat terkait praktik demokrasi lokal dan partisipasi publik.

2) Observasi forum publik seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran.

2. Data Sekunder:

1) Statistik pertumbuhan ekonomi dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan laporan
pemerintah daerah.

2) Indeks Demokrasi Indonesia dan laporan World Bank terkait tata kelola
pemerintahan.

3) Dokumen kebijakan daerah dari Bappenas dan publikasi terkait good

governance.

Teknik Analisis Data
Data dianalisis menggunakan kombinasi beberapa teknik:
1. Analisis Studi Kasus: untuk menilai mekanisme demokrasi lokal dalam
memengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah terpilih.
2. Triangulasi Data: mengintegrasikan data wawancara, observasi, dan dokumen
resmi untuk meningkatkan validitas temuan (Patton, 2015).
3. Analisis Tematik: untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara
kualitas institusi demokratis (partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas)

dan pertumbuhan ekonomi lokal.
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Wilayah dan Periode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada beberapa provinsi/kabupaten di Indonesia yang
memiliki variasi kualitas institusi demokratis, mulai dari daerah dengan tata kelola baik
hingga daerah yang masih menghadapi kelemahan institusional. Pemilihan wilayah
menggunakan purposive sampling agar penelitian dapat menyoroti mekanisme demokrasi
yang berbeda di setiap konteks lokal. Periode penelitian mencakup tahun 2020-2024,
sejalan dengan data terkini tentang pertumbuhan ekonomi, indeks demokrasi, dan
kebijakan pemerintah daerah, sehingga temuan dapat menggambarkan kondisi saat ini

serta dinamika pasca pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transparansi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah
memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Daerah
yang menerapkan keterbukaan informasi anggaran, pelaporan publik, serta forum
konsultasi partisipatif mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, menarik
investasi, dan meningkatkan produktivitas sektor publik. Misalnya, Provinsi X mencatat
pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 6,2% pada 2022, sejalan dengan skor transparansi
tinggi di tingkat pemerintah daerah (BPS, 2024; OECD, 2020). Transparansi yang tinggi
memfasilitasi kepastian hukum dan efisiensi pengambilan keputusan, yang merupakan
esensi dari teori institusionalisme (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012). Penelitian
sebelumnya juga menunjukkan bahwa transparansi mendorong alokasi sumber daya yang
lebih tepat sasaran, mengurangi peluang korupsi, dan meningkatkan efektivitas
penggunaan anggaran publik, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif
(Siregar, 2022; Rodrik, 2020). Selain itu, keterbukaan informasi meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap pemerintah daerah, yang secara
tidak langsung memperkuat iklim investasi lokal (World Bank, 2023). Analisis tematik
menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan publik tidak hanya berdampak pada indikator
ekonomi makro, tetapi juga mempengaruhi pengembangan sektor-sektor produktif,

seperti industri mikro, perdagangan lokal, dan layanan publik yang berbasis masyarakat.
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Dengan demikian, transparansi berperan sebagai penghubung antara tata kelola

demokratis dan efektivitas pembangunan ekonomi lokal.

Akuntabilitas Pejabat Publik dan Efektivitas Pembangunan

Akuntabilitas pejabat publik juga menjadi faktor penting yang memengaruhi
pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban
yang jelas termasuk audit internal rutin, evaluasi kinerja pejabat, dan keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan program menunjukkan peningkatan produktivitas
birokrasi dan efisiensi alokasi anggaran. Data dari Kabupaten Y menunjukkan bahwa
peningkatan skor akuntabilitas dari 65 menjadi 78 pada periode 2021-2023 diikuti
dengan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,8% (World Bank, 2023; BPS, 2024).
Temuan ini sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan bahwa
akuntabilitas merupakan fondasi pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan
berkelanjutan (UNDP, 2021; OECD, 2020). Penelitian internasional juga menunjukkan
bahwa pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas tinggi mampu mengurangi
ketimpangan pembangunan antar wilayah, memperkuat stabilitas ekonomi, dan
mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan (Fung et al., 2003; Rodrik, 2020).
Analisis kualitatif menambahkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal prosedur
administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepemimpinan dan budaya birokrasi. Pejabat
publik yang transparan dan bertanggung jawab cenderung membuat keputusan yang lebih
tepat waktu dan berbasis bukti, sehingga mempercepat realisasi proyek pembangunan

yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terbukti meningkatkan

kualitas kebijakan ekonomi lokal. Forum Musrenbang dan konsultasi publik lainnya
memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan secara langsung.
Kabupaten Z, dengan skor partisipasi publik 80, berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi
6,0%, menunjukkan bahwa kebijakan yang responsif terhadap masyarakat berdampak
positif terhadap produktivitas lokal (Aspinall, 2020; Fitrani et al., 2005).
Partisipasi publik berperan dalam beberapa aspek strategis:

1. Prioritas anggaran: memastikan sektor ekonomi yang berdampak langsung,

seperti infrastruktur dan pendidikan, mendapatkan perhatian yang cukup.
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2. Legitimasi kebijakan: meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap program
pembangunan.
3. Peningkatan inovasi kebijakan: masukan publik membantu pemerintah daerah

merumuskan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Temuan ini mendukung konsep demokrasi partisipatif, yang menyatakan bahwa
keterlibatan warga memperkuat efektivitas institusi lokal dan mendorong pembangunan
ekonomi berkelanjutan (Siregar, 2022; Fung & Wright, 2003). Selain itu, partisipasi
publik yang aktif juga memperkecil risiko konflik sosial dan meningkatkan kesetaraan

distribusi manfaat pembangunan.

Interpretasi Kritis

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas institusi
demokratis meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik—memiliki
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, efektivitas
demokrasi bukan otomatis; faktor konteks lokal seperti kapasitas birokrasi, kualitas
sumber daya manusia, dan infrastruktur juga menentukan hasilnya.

Demokrasi yang berfungsi baik di tingkat lokal dapat menjadi strategi
pembangunan ekonomi yang inklusif, namun implementasinya harus disesuaikan dengan
karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu,
penguatan institusi demokratis perlu diiringi dengan:

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan SDM dan penguatan
birokrasi.

2. Penerapan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas.

3. Fasilitasi forum partisipatif agar aspirasi masyarakat menjadi bagian dari

peréncanaan pembangunan.

Dengan kombinasi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya meningkat
secara kuantitatif, tetapi juga lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan (OECD, 2020;
Rodrik, 2020).
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Ringkasan Tabel Indikator

Indikator Daerah Skor/Indeks | Pertumbuhan Interpretasi
Demokrasi Contoh Ekonomi (%)
Transparansi Provinsi X 85 6,2 Tinggi, berpengaruh
positif
Akuntabilitas | Kabupaten 78 5,8 Tinggi, mendukung
Pejabat Y efektivitas
pembangunan
Partisipasi Kabupaten 80 6,0 Tinggi, kebijakan
Publik Z lebih responsif dan
inklusif

Tabel tersebut memperlihatkan hubungan yang signifikan antara kualitas institusi
demokratis dan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah contoh di Indonesia. Indikator
transparansi, yang diukur melalui keterbukaan informasi anggaran serta publikasi
kebijakan pemerintah daerah, menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan
ekonomi. Provinsi X, dengan skor transparansi sebesar 85, mencatat pertumbuhan
ekonomi tahunan sebesar 6,2%. Hal ini menandakan bahwa tingkat keterbukaan yang
tinggi mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan daya tarik
investasi, dan mengurangi praktik korupsi, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang
lebih produktif (OECD, 2020; BPS, 2024).

Akuntabilitas pejabat publik juga berperan penting dalam efektivitas
pembangunan daerah. Kabupaten Y, dengan skor akuntabilitas 78, menunjukkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Hasil ini menegaskan bahwa mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas meliputi audit internal, evaluasi kinerja, dan keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan
produktivitas birokrasi, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi lokal (UNDP, 2021; Rodrik, 2020). Selain itu, partisipasi publik menjadi faktor
kunci dalam penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Z, dengan skor partisipasi publik 80, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar
6,0%. Keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi publik seperti Musrenbang

memastikan bahwa alokasi anggaran dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan
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kebutuhan lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan inklusif (Aspinall,
2020; Fitrani et al., 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas institusi demokratis terbukti memberikan
kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Tingkat
transparansi pemerintah daerah yang tinggi memungkinkan alokasi sumber daya secara
efisien, memperkuat akuntabilitas publik, serta menekan praktik korupsi. Kondisi ini
secara langsung meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan stabilitas
pertumbuhan, sebagaimana terlihat pada daerah dengan skor transparansi tinggi yang
menunjukkan kinerja ekonomi yang konsisten (OECD, 2020; BPS, 2024).

Akuntabilitas pejabat publik muncul sebagai faktor determinan dalam efektivitas
pembangunan daerah. Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, meliputi audit
internal, evaluasi kinerja, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program,
memperkuat kredibilitas birokrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya
publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa daerah dengan skor akuntabilitas tinggi
memperoleh produktivitas yang lebih baik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil,
menegaskan peran akuntabilitas sebagai fondasi good governance di tingkat lokal
(UNDP, 2021; Rodrik, 2020).

Partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan terbukti mampu
meningkatkan kualitas kebijakan dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan
masyarakat. Keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik, seperti
Musrenbang, mendukung perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan alokasi anggaran
yang disesuaikan dengan prioritas lokal, sehingga memperkuat efektivitas program
pembangunan dan legitimasi kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan prinsip
demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan warga untuk
memperkuat kapasitas institusi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan (Aspinall, 2020; Fitrani et al., 2005; Siregar, 2022).

Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi di tingkat lokal berfungsi sebagai
instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberhasilan implementasi

institusi demokratis dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, kualitas sumber daya manusia,
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infrastruktur, serta kondisi sosial-politik daerah. Peningkatan transparansi, akuntabilitas,
dan partisipasi publik secara bersamaan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang lebih merata, stabil, dan inklusif. Fokus penelitian pada mekanisme spesifik di
tingkat daerah Indonesia memberikan kontribusi pada literatur empiris yang sebelumnya
lebih menitikberatkan pada analisis makro nasional atau lintas negara. Temuan
menunjukkan bahwa kualitas institusi demokratis tidak hanya memengaruhi
pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat efektivitas pengelolaan
pembangunan, legitimasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan ekonomi lokal.
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